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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  48/PMK.07/2019 19 

TENTANG 

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.  bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali 

diubah,  terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (9) dan            

ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 telah ditetapkan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik berupa Dana Bantuan Operasional Pendidikan 

Kesetaraan, Dana Bantuan Operasional Museum dan 

Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan 

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang 

ketentuan lebih lanjut atas dana tersebut diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 
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dan mengatur lebih Ianjut Dana Bantuan Operasional 

Pendidikan Kesetaraan, Dana Bantuan Operasional 

Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan 

Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan 

Pengolahan Sampah, perlu mengatur kembali ketentuan 

mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan 

untuk melaksanakan ketentaun Pasal 65 Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

1.  Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang 
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dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada 

Daerah dan Desa. 

2.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3.  Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

4.  Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara 

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal 

berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana 

Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta.   

5.  Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana 

Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. 

6.  Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut 

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. 

7.  Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 

disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama 

untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan 

pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana 

program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk 

mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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8.  Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan 

untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh 

peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah. 

9.  Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan 

untuk mendukung operasional rutin bagi satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah 

tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

10. Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan 

bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai 

berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan 

pendidikan.  

11. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP 

PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya 

operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal 

bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.  

12. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah yang selanjutnya disebut Dana TPG PNSD adalah 

tunjangan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai 

Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat 

pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

13. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah yang selanjutnya disebut Dana Tamsil Guru 

PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan 

kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum 

mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

14. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD adalah 

tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri 

Sipil Daerah sebagai kompensansi atas kesulitan hidup 

dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di 

desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal 
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menurut indeks desa membangun dari Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

15. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya  

disebut Dana BOK adalah dana yang digunakan untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan 

bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat 

Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, 

angka kematian bayi, dan malnutrisi. 

16. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang 

selanjutnya disebut Dana BOKB adalah dana yang 

digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan KB 

dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB 

yang merata. 

17. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM 

adalah dana yang digunakan untuk membantu mendanai 

kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil 

dan menengah. 

18. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disebut Dana Pelayanan Adminduk adalah 

dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan 

dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) 

terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen 

kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh 

Indonesia. 

19. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP 

Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan 

untuk penyediaan pendanaan biaya operasional 

nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran 

program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

20. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 

dan Taman Budaya yang selanjutnya disebut Dana BOP 

Museum dan Taman Budaya adalah dana yang 

dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas 

pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi 


